PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

. a. bahwa dalam rangka mendorongngkatan pertumbuhan ekonomi

daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalaarikem arus
investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelaygmerizinan
secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan Uaeteperaturan

perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut ahs dan dengan
diberlakukannya Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2@@tang
Penanaman Modal, maka Peraturan Daerah Kabupa@mdaK
Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempgahbl dan Izin
Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana telah ldipbdama
kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Ndifiorahun
1993 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ddadteaekarang

sehingga perlu diganti;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan hurufi & da atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal terfRangerian
Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Ganggu&malupaten
Kendal,

: 1. Undang-Undang Gangguan Staatsbéddim 1926 Nomor 226 yang

telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomdad 4150;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembamtDkerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa gafen

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Neniahun



1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IatalBg dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkuRgapinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesiaunm 965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandemor
2757);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum aA&adana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nom®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2(@®)3

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dRény
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@®41Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadl8&1/ 3);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keselijatanbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Bedran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang kHagerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden@&sihun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandemor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undantr 34
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-UndangnomNol8
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusiabagembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, bedran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoadsihun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandemor
3639);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangualkgan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah08 Rbmor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberain&legara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norbp
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No3tas 4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara bRepu
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rédodbnesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nod®b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaddoid37)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@&mdahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Péinddyashang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atdandrundang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerafadidindang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuib 20o0mor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahagralD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoARb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penandiaalal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom@b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffi4)4

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pend®asng
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No®®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofffs)4

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&an mulai
berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 46 Wdal
Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jamngah / Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentanduaBan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran NeBapublik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaragande
Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentamgeRdaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lemarba\egara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, TambahambBdaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentanglisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Replidionesia
Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara REkpubl

Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentatgoRsi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo
119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdd89);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentamgeRdaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Learba\egara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, TambahambBdaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgedtolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indofiegan 2005
Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indarésmor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentaggprRan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penearirdalerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nod®b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#s&3);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerint&fzarah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kagmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Edrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Pegwuntidangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kemdanor 1
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri SipiLidigkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal (Larab Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal Nomor 1 Tahu@8L.%eri D
No.01);



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT
USAHA DAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati hdidkpala Daerah

Kabupaten Kendal;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daekzagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah,;
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kendal;

Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitklehdupati atau pejabat
yang berwenang berdasarkan peraturan perundangwgerdayang

berlaku terhadap suatu permohonan;

Undang-Undang Gangguan adalah Hinder Ordonantie) (Gt@atblad
1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengatsiad 1940
Nomor 14 dan 450;

Izin Undang-Undang Gangguan / izin Hdalah izin yang diberikan
oleh Bupati atau pejabat yang berwenang terhadapatetempat usaha
yang termasuk dalam kategori tempat usaha sebagaimanaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguant¢Stad 1926

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan [3éaai940 Nomor

14 dan 450);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan olelpdi atau pejabat
yang berwenang terhadap tempat-tempat usaha ydakg termasuk
dalam kategori tempat usaha sebagaimana dimaksamh dasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Gangguan (Staatsblad 1926 sebagai telah
diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomdari450);

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu PemaériDaerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atauarbagang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengeandalidan
pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, pe®Igwsumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasibtésntu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestéirigkungan;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retrilagsilah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemiz@midertentu yang
khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemaéribaerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meRmrseroan
Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerahatenmgma atau
bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, $ipnkpperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga glamsiun, bentuk

usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan gyanenurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkatuku melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau toegen retribusi

tertentu;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muiapeiaghimpunan
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarny@usty penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiataragiean retribusi

kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetgaann

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutngabdt SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarmyaseterutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yahgngutnya disebut
SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang merant jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kreglitibusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau seéalarusnya terutang;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yaealgnjutnya
disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusigyarenentukan
jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, juml&ekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminjstas jumlah
yang masih harus dibayar;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyebdisSSRD adalah
surat yang oleh wajib retribusi digunakan untukakekan pembayaran
atas penyetoran retribusi terutang ke Kas Daealh tempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyebdisSTRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atankssaadministrasi

berupa bunga atau denda;

Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian thag@emungutan
retribusi daerah yang diawali dengan penyampaiaat queringatan,
surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakaajikan untuk

membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribaisgyterutang;

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperolehragesiau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnyta suaktu tertentu
dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undan

Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakeng dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutdisebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denbakti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusigy#erjadi serta

menemukan tersangkanya;

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik hedia, pejabat atau
pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenkhgsus oleh

Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB 11
PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirilasau

memperluas tempat usahanya wajib memiliki izin ydigtapkan oleh

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diodhlpada ayat (1)
wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semuom@hmpon izin
yang berasal dari bangsa/daerah/negara manapun rgangajukan
permohonan izin sesuai dengan ketentuan peratuemingang-

undangan.
(3) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat él)masdalah :
a. perusahaan yang dijalankan dengan mesin;
b. perusahaan Angkutan/Persewaan Kendaraan;
c. perusahaan peternakan/Pemerahan Susu;

d. perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan Halagunan

tetap;
e. perbengkelan dan Pergudangan;

f. tempat-tempat pengumpulan/penimbunan/pengolahabigan

dan penjuanan material bangunan;
g. pandai besi dan sejenisnya;

h. tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pepgasalan

pengaraman zat-zat hewani dan penyamakan kulit;
i. pabrik-pabrik;

j. tempat-tempat pengolahan kayu, pertukangan kayupéajualan

kayu;

k. tempat-tempat penjualan kendaraan bermotor, tekmasuku

cadang;

|. tempat-tempat penjualan/penyimpanan minyak tanakmipm,

solar, olie dan sebagainya;
m. rumah Makan/Kedai Makan;

n. tempat-tempat penjualan jasa, salon kecantikan,gipapan,

kontraktor, praktek dokter, praktek bidg@nti pijat, dan tabib;
0. apotik, penjualan obat/jamu;
p. tempat-tempat penjualan bahan/barang elektronika;

g. tempat-tempat yang dapat mengakibatkan bahaya ikerug

gangguan dan atau kebakaran;



r. usaha lain-lain.
BAB |11
PENGGOL ONGAN JENIS GANGGUAN
Pasal 3

(1) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimhulteapat usaha
dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagi berikut :

a. Tempat usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
b. Tempat usaha yang menimbulkan gangguan sedangiateangah;
c. Tempat usaha yang menimbulkan gangguan besar.

(2) Penggolongan tempat usaha sebagaimana dimaksuchyatd@l) pasal

ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 4

(1) Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada tBapgu Pejabat

yang berwenang dengan mengisi formulir yang teisbdiakan.
(2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1)ilaskmpiri :
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

b. foto copy Surat Tanah / Sertifikat atau bukti pdgaih / pelimpahan

/ persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah;

c. salinan akte pendirian perusahaan, bagi perusajeam berbadan

hukum;

d. proposal perusahaan bagi perusahaan-perusahaaandsjitas;

dan

e. foto copy Kartu Tanda Pendudutetangga yang memberikan

persetujuan.
f. dokumen kajian lingkungan, AMDAL, UPL/UKL/SPPL
Pasal 5

(1) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalaral BasBupati

atau Pejabat yang berwenang wajib memproses permanhersebut.
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(2) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimglesda Pasal 4
ayat (2) dinilai kurang lengkap, paling lambat 2ugy hari sejak
diterimanya permohonan, Bupati atau Pejabat yamgedmang harus
memberitahukan atau memerintahkan kepada pemohan uiztuk
melengkapi persyaratannya.

(3) Setelah permohonan izin dinyatakan lengkap olehaBwgiau Pejabat
yang berwenang, sebelum Bupati atau Pejabat yangebang
menerbitkan izin gangguan, terlebih dahulu diadakemeriksaan

lokasi dan atau analisis dampak lingkungan oleh. Tim

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat éBalR} ayat (1) dan

Pasal 5, dilakukan melalui pelayanan perizinaragusatu pintu.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 7

(1) I1zin berlaku selama usaha yang dimohonkan tersehsih berjalan dan
atau tidak dicabut oleh Bupati atau Pejabat yamgydrgang.

(2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan usahpegyegang

izin wajib mendaftar ulang usahanya setiap limagbun sekali

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayatigjgzkan 3

(tiga) bulan sebelum jangka waktu ketentuan daifiamg jatuh tempo.

(4) Terhadap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pgat (3)

dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh perdan)tarip retribusi.

BAB V
PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN
Pasal 8

(1) Untuk memberikan izin atau menolak permohonan iempat usaha
maupun izin gangguan., Bupati atau Pejabat yanwdmang harus
mendasarkan pada pertimbangan tertulis atau relkaasedari Tim.
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(2) Jangka waktu penyelesaian pemberian izin atau gkaolizin :

a. apabila permohonan izin disetujui maka selama-lgmad (dua)
minggu izin sudah terselesaikan sejak tanggal diterimanya

permohonan izin tersebut;

b. apabila permohonan Izin Tempat Usaha selama-lamanfsatu)
minggu, izin sudah terselesaikan sejak tanggal ridigaya

permohonan izin tersebut;

c. penolakan permohonan izin disampaikan secaraitedidh Bupati
dengan memberikan alasan-alasannya selambat-layabatfiujuh)
hari sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi;

(3) Susunan keanggotaan, tata kerja, dan jangka wakhyefesaian
pertimbangan/rekomendasi Tim sebagaimana dimakadd pyat (1)

dan dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan ErenatBupati.
Pasal 9

(1) Izin diberikan atas nama pemohon atau badanrhukang mengajukan

permohonan izin.
(2) Pemegang izin diharuskan mengajukan izin bpabia :

a. menjalankan lagi usahanya yang telah terhenti seldm(satu)

tahun;

b. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan atejadaéan
perubahan cara pekerjaan yang mengakibatkan temgaha
berubah dari bentuk yang ada di dalam izin semula

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN
Pasal 10
Setiap orang atau badan hukum yang mengajukarberhak mendapat :
a. kepastian hak, hukum dan perlindungan usaha;
b. informasi yang terbuka mengenai perizinan di dgerah
c. pelayanan yang baik, cepat, tepat dan biaya té@ang

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengaratupan

perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 11

(1) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban :

a.

e.

f.

menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keselaam dan

keindahan (K5) didalam lingkungan usaha;

memasang papan nama usaha dan Izin Tempat Usahdfidang-
undang Gangguan pada tempat usahanya dengan mankant

nomor dan tanggal izin dengan ukuran 40cmx6ocm;

menempatkan dan atau mengolah kembali sampahiseés#irabah

agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
menempati tempat usaha sesuai dengan izin yangkdibg
membayar retribusi;

mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan kegiatahanyasetiap

tahun sekali kepada Bupati.

(3) Melaporkan kepada Bupati apabila usahanya karesizate hal tidak

berjalan lagi.

Pasal 12

Setiap pemegang izin bertanggung jawab :

a. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban eamgién jika

pemegang izin menghentikan / meninggalkan atau Iaetaekan

kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengartuketeperaturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, egahc praktek

monopoli dan hal-hal lain yang merugikan negara;

c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. meciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan egjakteraan

bagi pekerija.

Pasal 13

Setiap pemegang izin dilarang ;

a. memperluas tempat usahanya dan menambah mesinseinpaBupati;

b. menjalankan usaha yang bertentangan dengan izgndjaarikan;
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c. menjualbelikan surat izin kepada orang lain;

d. dengan sengaja menjalankan usaha yang dapat mdkambu

pencemaran lingkungan dan atau gangguan;

e. melakukan usaha yang dapat menciptakan iklim ugahg tidak sehat,
melakukan praktek monopoli dan perbuatan lainnysingga dapat

merugikan negara;
f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undanganbgalaku.
BAB VII
PENCABUTAN IZIN
Pasal 14
Izin dapat dicabut apabila :

a. perusahaan tersebut belum dijalankan dalam kurdtuwia(satu) tahun

sejak izin diberikan;

b. tidak mengindahkan tegoran peringatan yang dibertgkaam jangka
waktu 3 (tiga) bulan dan tidak melaksanakan kewaajisebagaimana

tercantum dalam izin;

c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksalandPasal 11
dan Pasal 12.

BAB VIII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUS
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dan IzingGaan dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanabep@an izin tempat
usaha dan izin gangguan yang diterbitkan oleh Bugiati Pejabat yang

berwenang.
Pasal 16

Obyek retribusi adalah setiap perusahaan yang wagnperoleh izin
tempat usaha dan izin gangguan dari Bupati ataabBeyang berwenang

meliputi :
a. perusahaan yang dijalankan dengan mesin;

b. perusahaan angkutan/persewaan kendaraan;
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perusahaan peternakan/pemerahan susu;

. perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan deagunan

tetap;

. perbengkelan dan pergudangan;

tempat-tempat pengumpulan/penimbunan/pengolahablpegan dan

penjuanan material bangunan;

. pandai besi dan sejenisnya;

. tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pepgasadan

penggaraman zat-zat hewani dan penyamakan kulit;

pabrik-pabrik;

tempat-tempat pengolahan kayu, pertukangan kaypeiaoalan kayu;

. tempat-tempat penjualan kendaraan bermotor, tekrsmgw cadang;

tempat-tempat penjualan/penyimpanan minyak tanedmipm, solar,

olie dan sebagainya;

. rumah makan/kedai makan;

. tempat-tempat penjualan jasa, salon kecantikargipapan, kontraktor,
praktek dokter, praktek bidan, panti pijat, dantkab

. apotik, penjualan obat/jamu;

. tempat-tempat penjualan bahan/barang elektronika;

. tempat-tempat yang dapat mengakibatkan bahaya ikerugangguan
dan atau kebakaran;

usaha lain-lain yang tidak melanggar peraturanmuEmng-undangan.
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Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badang yaendapatkan jasa
pelayanan lIzin Tempat Usaha dan Izin Gangguan yhhbgrikan oleh

Bupati atau Pejabat yang berwenang.
BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 18

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sakmgolongan

Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 19
Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasasgtas :
a. luas tempat usaha;

b. dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditlkam

o

lokasi/letak perusahaan;

o

besarnya modal.
BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUS
Pasal 20
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribdasarkan pada :

a. usaha untuk menutup sebagian atau seluruh biayg ryp@njadi beban

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan gr@&nbizin tempat

usaha dan izin gangguan yang meliputi biaya admasis biaya
pengawasan lapangan, biaya survey lapangan, bieydipaan, dan

biaya perjalanan dinas;

b. upaya untuk menutup sebagian atau seluruh biayamdakngka
menanggulangi dampak negatif dari pemberian iznptg usaha dan

izin gangguan;
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BAB XIlI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUS
Pasal 21

(1) Untuk memberikan Izin Tempat Usaha atau Izin Undamdgang
Gangguan (HO) dikenakan retribusi yang besarnyentlikan sebagai
berikut :

a. luas ruang tepat usaha yang tidak ada pencemargreryaneter

persegi sebagai berikut :

1. kelas | dikenakan Rp 1.750,00

N

kelas Il dikenakan Rp 1.500,00

w

kelas Ill dikenakan Rp 1.250,00
4. kelas IV dikenakan Rp 1.000,00

b. luas ruang tempat usaha yang ada gangguan penceyarper
meter persegi sebesar sebagaimana berikut:

1. kelas | dikenakan Rp 2.000,00

2. kelas Il dikenakan Rp 1.750,00
3. kelas Ill dikenakan Rp 1.500,00
4. kelas IV dikenakan Rp 1.250,00

(2) Penentuan klasifikasi tempat usaha (kelas | sadpagan kelas IV

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagkiib
a. kelas | adalah bagi tempat usaha yang terletak :

1. berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai reedlesar
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lesat

2. berbatasan dengan jalan Propinsi yang mempunyaialmod
sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutaatipke atas;

3. berbatasan dengan jalan Kabupaten yang mempunydalmo
sebesar 45.000.000,00 (empat puluh lima juta ryialatas;

4. berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai mooesase
Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kasa

5. jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar
Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
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b. kelas Il adalah bagi tempat usaha yang terletak :

1.

berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai reedesar
Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) sampamngdn
kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima jufaah);

. berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyailreebasar

Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ) sangengan
kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutgiah);

berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyaalmod
sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutaatupisampai
dengan kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat pulmia juta
rupiah);

berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai mdstedaseRp
55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah ) samgangan
kurang dari Rp 65.000.000,00 (enam puluh limajupaah);

c. kelas Ill adalah bagi tempat usaha yang terletak :

1.

berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai reedesar
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengamrky dari
Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyailreebdasar
Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampangde
kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima jufaah);

berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyaalmod
sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta hymampai
dengan kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluha lijmta
rupiah);

berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai mduasseRp
35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampangan
kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima jutaah);

jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar 4300M0

(empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan
Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
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d. kelas IV adalah bagi tempat usaha yang terletak :

1. berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai reedesar
kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyailraedasar
dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai @engurang
dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyaal mod
sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiampsi
dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh ljota
rupiah);

4. jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar
Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) samp
Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

(3) Penentuan besarnya modal bagi pemohon izin tempsthau
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampaldsarkan pada
proposal usaha yang bersangkutan yang dilampirkada psaat

mengajukan permohonan izin.

BAB XllI
WILAYAH/TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 22

(1) Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelagamemberian

perizinan yang ditunjuk.

(2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaiciamzksud pada
ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenandakeanakan

tugas sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimadu8ietr

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksuda paght (2)

disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.
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BAB XIV
MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 23

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetagkarSKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan lves&su tertentu
bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi apgdayanan pemberian

izin tempat usaha dan izin gangguan.
BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek lain

yang dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai Dirasgyditunjuk oleh

Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.
BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 25

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakafadi Daerah atau

tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditkaiu

(2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diteabitya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 26

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / suratybaig sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi ubkkdn segera

setelah 7 (tujuh ) hari sejak jatuh tempo pemtayar

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah suratteg / peringatan /
surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus masu retribusi yang

terutang.
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(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ikgJuatkan oleh

pejabat yang ditunjuk .
BAB XVIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUS
Pasal 27

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringananpeambebasan

retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebastibusgie
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mertigarha

kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operakiona

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebdghngsieditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
PENETAPAN, PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 28

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonambmtulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalaHa kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peratpexundang-

undangan.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonangpeangan atau
penghapusan atau penghapusan sanksi administragiabbunga dan
kenaikan retribusi yang terutang dalam hal santsiebut dikenakan
karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kardessalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonaau ghembatalan

ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada (dya
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurasgaksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pganbatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampsécara tertulis
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oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabatgydiunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimaREKdan STRD
dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkatuk
mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat K@ludrkan oleh

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambati@aj bulan sejak
permohonan diterima.

(6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimdin@aksud pada
ayat (5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidemberikan
keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurakgtatapan,

penghapusan, atau pengurangan sanksi administaasipembatalan
dianggap dikabulkan.

BAB XX
TATA CARA PERHITUNGAN, PENGEMBALIAN
KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 29

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara terkdgada Bupati untuk
perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaledalayat (1) atau
kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsungldipegkan terlebih

dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi ashmaisi berupa
bunga oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayata(®) berhak

atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dipeghiémn dengan
pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

(1) Dalam hal kelebihan  pembayararetribusi yang masih tersisa

setelah diadakan perhitungan sebagaimalimaksud Pasal 19,

diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan &epiterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaranusitrib

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dindagada ayat (1)

dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambgidga) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.
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(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakuetelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupaemberikan
imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas ketsatan

pembayaran kelebihan retribusi.

(4) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada aya{d)Lyan (3) dapat

berupa :
a. kemudahan perizinan;

b. pengurangan, pemberian keringanan dan pembebagak pa

retribusi daerah;

c. pengusulan pengurangan pajak penghasilan, bea md4RN,
penyusutan yang dipercepat dan PBB sesuai ketemgeeaturan

perundang-undangan.
Pasal 31

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ukilakdengan

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan BRetri

(2) Atas perhitungan  sebagaimana dimaksud PAsadliterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai lpekbbayaran.

BAB XXI
FASILITASDAN KEMUDAHAN PELAYANAN
Pasal 32

(1) Bupati memberikan fasilitas kepada pemegang izingymelakukan
usaha di daerah.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dhipatikan kepada
perusahaan yang melakukan perluasan usaha atakukesiausaha

baru.

(3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat fig larhak

mendapatkan fasilitas sebagaimana diothk pada ayat (2)

adalah pemegang izin yang sekurang-kurangnya memeailah satu

kriteria sebagai berikut :
a. menyerap banyak tenaga kerja;
b. termasuk skala prioritas tinggi;

c. termasuk pembangunan infrastruktur;
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d. melakukan alih teknologi;

e. melakukan industri pionir;

f. berada di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupa

g. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangaimaeasi.

i. bermitra usaha dengan usaha mikro, kecil, menedgatoperasi;

j. industri yang menggunakan barang modal atau megierdlatan

produksi dalam negeri.
Pasal 33

(1) Selain memberikan fasilitas sebagaimana dimaksuand#asal 32,
Bupati dapat memberikan kemudahan pelayanan panizimak atas
tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna BangunarHdlkrPakai
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesimgadan
pembebasan retribusi izin tempat usaha dan / atawndang-undang

gangguan.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebagak nedribusi
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ingatpeannya
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXIII
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 35

(1) Masyarakat berhak untuk mengajukan aduan/kebekspada Bupati
atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahay yzerada di

lingkungan tempat tinggalnya.

(2) Sebelum masyarakat mengajukan gugatan/aduan/kaberdie
Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan denganhm@mesuatu izin
tempat usaha atau izin gangguan, terlebih dahulnempuh upaya

musyawarah mufakat dengan Bupati atau Pejabatlyamgenang.



24

(3) Pemegang izin/wajib retribusi dapat mengajukan lakab atas

aduan/keberatan terhadap segala bentuk kegiatan wtaakan

seseorang atau sekelompok orang yang berhubungargarde

gugatan/aduan/keberatan atas penerbitan izin temspat dan atau izin

gangguan.

(4) Setiap aduan/keberatan baik dari masyarakat waphkén secara

tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenaargerbitkan izin.

(5) Bupati atau Pejabat yang berwenang wajib merespan dtau

menjawab setiap aduan atau keberatan yang diajplklinmasyarakat

dan atau pelaku usaha.

(6) Tanggapan atas aduan atau keberatan yang diaju&anmasyarakat

dan atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pad@®)ayaling lama

30 (tiga puluh) hari sejak keberatan/ajuan diterima

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

(1) Badan hukum atau perseorangan sebagai pemegangeizagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, yang tidak mematuhi targgawab dan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 asal P2, dapat

dikenakan :

a.

b.

d.

peringatan tertulis;
pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas tgdalg diberikan;

atau

pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitastesadgdiberikan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada @yadiberikan

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuatnaergperundang-

undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan hukumuaperseorangan

dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketenfo@raturan

perundang-undangan.
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BAB XXV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 37

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalaal Ra ayat (1)
huruf a, b, ¢, d, dan f, ayat (2), dan ayat (3gadP&2 dan Pasal 13 selain
dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimakislam Pasal 36,
juga diancam pidana kurungan paling lama 6 (enamgnbdan atau
denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluia jupiah)

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanrsgbagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, sehinggaugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling Gaeaam) bulan

atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlahlne$i yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (layt (2) adalah

pelanggaran.
Pasal 38

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang klewajiban
melakukan penyidikan terhadap siapapun yang metakplelanggaran
terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksangasnya berada

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

(2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dindaksala ayat
(1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorarangeadanya

tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemeidian dan

melakukan pemerikasaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memerikaadal

Pengenal Diri tersangka,;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hgdmumya

dengan pemeriksaan perkara;
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g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendappttunjuk
dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup buitau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidamasdéanjutnya
melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal terselxepada

penuntut umum, tersangka dan keluarganya,

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.
BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

(1) 1zin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peratui@aaerah ini,
dinyatakan tetap berlaku dan wajib didaftarkan glaesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah laebugima) tahun.

(2) Permohonan izin yang diajukan sebelum berlaiuPgraturan Daerah
ini dan persyaratannya lengkap tetapi pada sasakinerya Peraturan
Daerah ini izinnya belum diterbitkan, maka peneuiiizin, pembayaran
retribusi, dan ketentuan lainnya menyesuaikan dekgtentuan dalam

Peraturan Daerah ini.
BAB XXVII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, niw@turan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal Nomor 10 Tah@91l tentang
Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undaaggguan (HO)
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kemtahor 7 Tahun
1991 Seri B No. 7) sebagaimana telah diubah pert&ala dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l KeNaahor 12 Tahun

1993 tentang Perubahan Pertama Peraturaralbakabupaten Daerah

Tingkat 1l Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemabelzin Tempat
Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembddaerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal Nomor 16 Tah@841lSeri B No.5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 41

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Dagriah sepanjang teknis

pelaksanaannya, diatur kemudian dengan PeratungatiBu
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyseta;mgan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranabacabupaten
Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 7 Desember 2007

BUPATI KENDAL

WAKIL BUPATI

SITI NUR MARKES
Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 10 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR 28 SERI E NO. 16
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN
DI KABUPATEN KENDAL

[. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan oekiordaerah dan
meningkatkan daya saing daerah dalam penarikaniavestasi di Daerah, maka perlu
memberikan pelayanan perizinan secara cepat, teépatmurah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di seyrpi, peningkatan arus investasi
dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upayaberian pelayanan perizinan,
pemberian insentif dan fasilitas kepada pengusalhagymemenuhi persyaratan
sebagaimana diatur di dalam Undang — Undang Nomdrahun 2007 tentang Penanaman
Modal.

Bupati sebagai Kepala Daerah memberikan fasilépa#éla pemegang izin yang
melakukan usaha di daerah. Pemberian fasilitasdieepamegang izin fasilitas diberikan
kepada perusahaan yang melakukan perluasan usahamalakukan usaha baru yang
memenuhi salah satu kriteri antara lain menyerapydda tenaga kerja, termasuk skala
prioritas tinggi, termasuk pembangunan infrastryktielakukan alih teknologi, melakukan
industri pionir, berada di lokasi tertentu yangethpkan oleh Bupati, menjaga kelestarian
lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelip@gngembangan dan inovasi, bermitra
usaha dengan usaha mikro, kecil, menengah dandsipserta industri yang menggunakan
barang modal atau mesin / peralatan produksi dalageri. Selain pemberian fasilitas,
Bupati memberikan kemudahan pelayanan perizinan dtak tanah berupa Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuaim@egaturan perundang-undangan,
keringanan dan pembebasan retribusi izin tempdtausan / atau izin undang-undang

gangguan.

Dengan diberlakukannya Undang — Undang Nomor 25ui&007 tentang
Penanaman Modal, maka Peraturan Daerah KabupagadaK Nomor 10 Tahun 1991
tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undllmdang Gangguan (HO)
sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Pamdbaerah Kabupaten Kendal Nomor
12 Tahun 1993 sudah tidak sesuai dengan perkembaiagekeadaan sekarang.
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1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3)
hurufa : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf ¢ : Cukup jelas.
hurufd : Cukup jelas.
hurufe : Cukup jelas.
huruff : Cukup jelas.
huruf g : Cukup jelas.
huruf h  : Cukup jelas.
hurufi  : Cukup jelas.
hurufj : Cukup jelas.
huruf kK : Cukup jelas.
hurufl  : Cukup jelas.
huruf m : Cukup jelas.

hurufn  : yang dimaksud dengan tabib adalamgrgang pekerjaannya

mengobati orang sakit secara tradisional.

yang dimaksud dengan panti pijat adalah terk@atigkapan

fasilitas yang disediakan bagi orang-orang yanmipgat.

Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.



Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
huruf a

huruf b

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

huruf ¢ : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas
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Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41

Pasal 42
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huruf e : yang dimaksud dengan itdugioneer adalah industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambaan
eksernalitas yang tinggi, memperkenalkan teknolmgiu, serta

memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional
huruf f : Cukup jelas
huruf g : Cukup jelas
huruf h : Cukup jelas
huruf i : Cukup jelas
huruf j : Cukup jelas
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
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